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Dampak perubahan iklim semakin
nyata beberapa tahun belakang. Tahun
2024 menjadi tahun terpanas
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Risiko dari perubahan iklim menjadi
yang tertinggi beberapa tahun yang
akan datang menurun Global Risk
Report 2025
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Aktivitas ekonomi menjadi penyebab
utama dari bencana iklim
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Demokrasi seharusnya mampu
menjadi Katalis dalam proteksi

lingkungan hidu
g grung p y
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Pertanyaan Utama

Bagaimana pengaruh antara demokrasi dan ekonomi
terhadap lingkungan hidup selama 80 tahun Indonesia
merdeka?

Upaya apa yang perlu dilakukan agar demokrasi mampu
menjadi katalis demi mencapai pembangunan yang
pro-lingkungan?



Hasil Estimasi

Hasil estimasi secara keseluruhan
menunjukkan bahwa variabel
ekonomi, demokrasi, dan konsumsi
energi berpengaruh signifikan
terhadap emisi karbon. Variabel
tutupan lahan dan edukasi tidak
memiliki pengaruh signifikan
secara statistik terhadap emisi dalam
penelitian ini. Titik balik EKC
tercapai dengan nilai yang berbeda
pada setiap model yang digunakan.
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Hasil Estimasi

Model EKC Hasil estimasi menunjukkan
bahwa dalam delapan dekade
, Indonesia  hipotesis EKC
terbukti. Kondisi ini
i menguatkan bahwa variabel
ekonomi dalam hal ini
pendapatan per kapita
i merupakan syarat cukup untuk
mencapai titik balik dari EKC.
|

*5.40*

490+

Titik Balik:
PDB/kapita: $2.741
CO2: 540 GJ/kapita

Emisi CO2 per Kapita per Gigajoule Energi

293 4--------- .
Capaian kondisi ini tidak
Sl Y terlepas  dari  transformasi
| kebijakan yang terjadi
e » khususnya yang  berkaitan
668 837 1049 2741 4025

PDB per Kapita (Dolar AS, Harga Konstan 2015) dengan lingkungan hldup

Sumber: Diolah oleh Penulis



Hasil Estimasi

Emisi CO2 per Kapita per Gigajoule Energi

Emisi CO2 per Kapita per Gigajoule Energi
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Model EKC + Indeks Demokrasi Deliberatif

Titik Balik:
PDB/kapita: $3.050
CO2: 5,91 Gl/kapita

1
T T
*3050* 4025
PDB per Kapita (Dolar AS, Harga Konstan 2015)

Model EKC + Indeks Demokrasi Elektoral

T Ll 1
668 837 1049

*5.84*
5.56 A

2.69 A

1.87

Titik Balik:
PDB/kapita: $3.029
CO2: 5,82 G)/kapita

122 +4

T T
*3029* 4025
PDB per Kapita (Dolar AS, Harga Konstan 2015)

t T T
668 837 1049

Model EKC + Indeks Demokrasi Partisipatif
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5.56 e eT T

Titik Balik:
PDB/kapita: $3.069
CO2: 584 Gl/kapita

269 4---—--—-— /

187 +---- /

Emisi CO2 per Kapita per Gigajoule Energi
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122 + { I "
668 837 1049

T
*3069* 4025
PDB per Kapita (Dolar AS, Harga Konstan 2015)

Berdasarkan pemetaan EKC dengan variabel
demokrasi menunjukkan titik balik yang
lebih besar dibandingkan dengan model yang
hanya mempertimbangkan variabel ekonomi
saja. Kondisi ini mencerminkan bahwa
demokrasi belum mampu menjadi Kkatalis
dalam proteksi lingkungan hidup.

Sumber: Diolah oleh Penulis
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Hasil Estimasi

Model EKC Diperluas tanpa Indeks Demokrasi
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Emisi CO2 per Kapita per Gigajoule Energi
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Titik Balik:
PDB/kapita: $2.800
CO2: 6,75 Gl/kapita

668 837 1049

*2800*

PDB per Kapita (Dolar AS, Harga Konstan 2015)

Sumber: Diolah oleh Penulis
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Sebelum melakukan estimasi
dengan model lengkap, tim peneliti
melakukan estimasi antara model
EKC dengan variabel kontrol tanpa

variabel demokrasi. Titik balik
pada model ini lebih besar
dibanding hanya
memperhitungkan variabel
ekonomi. @ Menguatkan  bahwa
variabel ekonomi sebagai syarat

cukup untuk titik balik EKC.



Hasil Estimasi

Emisi CO2 per Kapita per Gigajoule Energi

Emisi CO2 per Kapita per Gigajoule Energi

*1.43*

Model EKC Diperluas + Indeks Demokrasi Deliberatif

*1.24*

3.90

3.49

299 4

2.90 +

Titik Balik:
PDB/kapita: $1.610
CO2: 4,24 G/kapita

I
|
| |
R d
il i + r

1.43 4

123

11

107 +

T T
*1610* 4025

PDB per Kapita (Dolar AS, Harga Konstan 2015)

1 T T
668 837 1049

Model EKC Diperluas + Indeks Demokrasi Elektoral

Titik Balik:
PDB/Kapita: $1,680
CO2: 419 G)/Kapita

T
668 837 1049 *1680* 4025

PDB per Kapita (Dolar AS, Harga Konstan 2015)
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Model EKC Diperluas + Indeks Demokrasi Partisipatif
R 177 S

Titik Balik:
PDB/kapita: $1.679
CO2: 4,19 Gl/kapita

123

11

Emisi CO2 per Kapita per Gigajoule Energi

1.07 +
668 837 1049

T
4025
PDB per Kapita (Dolar AS, Harga Konstan 2015)

Hasil estimasi dengan model lengkap menunjukkan
titik balik yang lebih cepat dibandingkan dengan
yang lain. Meski begitu, variabel demokrasi bukan
menjadi pengaruh yang terbesar dalam
pencapaian titik tersebut meski memiliki pengaruh
yang lebih besar dibandingkan hasil estimasi
sebelumnya.

Sumber: Diolah oleh Penulis
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Potret Kondisi Demokrasi dan Lingkungan Hidup

= Demokrasi Partisipatif

-——-

Demokrasi Elektoral

= Demokrasi Delibrasi
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‘D 1980-1990-an ’ 1997
Pemilu tetap berlangsung, Pemilu terakhir Orba tetap dimenangkan
tapi hasil sudah terprediksi Golkar, legitimasi politik runtuh

‘ 1965-1966
Transisi ke Orba; Pembatasan partai
politik dan penundaan pemilu

1998-2000 ‘ 1999 |
1971 X ™
Pemilu Orba dan Fusi Partai: Refgyfnasigap rehallitgsi Pemilu bebas pertama

diskursus publik; amandemen asca Orba:; UU No.22/1999
1959 Colkar, PPP, dan PDI UUD 1945; kebangkitan CSO P ; /

Dekrit Presiden dan Awal Demokrasi serta media
Terpimpin; menutup ruang diskusi publik

2020
Regresi elektoral dan
cawe-cawe kekuasaan

|’ 1955-1956

Pemilu pertama menghasilkan
DPR dan aktivasi konstituante

2020-2024

Legislasi strategis tanpa
konsultasi publik (UU Cipta
Kerja dan Revisi UU Minerba)

2014-2019 4

Polarisasi dan oligarki elektoral;
penurunan kualitas diskursus
(revisi UU Ormas dan UU ITE)

2004

Pemilu Presiden langsung;
reformasi kelembagaan;
Musrenbang terlembagakan
(UU N0.25/2004)

Demokrasi Elektoral » Demokrasi Deliberasi ’ Demokrasi Partisipatif } Tiga Indikator Demokrasi

Skor demokrasi Indonesia
selama  delapan dekade
berada pada situasi yang
fluktuatif dengan dua titik
perbaikan signifikan pada
tahun 1956 dan 2000.

Sumber: V-Dem (2024), Diolah oleh Penulis



Potret Kondisi Demokrasi dan Lingkungan Hldup
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@ 194519508 © 1960s-1970s © 1980s-1990s @ 2000s-2010s — Quadratic (R? = 0,071)
@ 1950s-1960s @ 1970s-1980s @ 1990s-2000s @ 201052023 — Linear (R? = 0,064)
@) Korelasi: 0,252
Jumlah Observasi: 79
Periode: 1945-2023
1945
© °
L= ®
® @ C e © LI ° °
® ® o)
@ e
e o® 0@
co®
N v v T v y v
0] 0,2 03 0,4 0,5 0,6 0,7
Indeks Demokrasi Elektoral
@ 194519508 © 1960s-1970s © 1980s-1990s @ 2000s-2010s —— Quadratic (R? = 0,196)
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Jumlah Observasi: 79

Periode: 1945-2023
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@ 194519508 © 1960s-1970s © 1980s-1990s @ 2000s-2010s — Quadratic (R? = 063)
@ 1950s-1960s @ 1970s-1980s @ 1990s-2000s @ 201052023 — Linear (R?=0,07])
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Ekspresi nasionalisme dicerminkan melalui
program hilirisasi nikel dan food estate perlu dikaji
secara lebih komprehensif agar tidak mengabaikan
dimensi Kkeberlanjutan. Alih fungsi hutan dan
berkurangnya fungsi ekologis kawasan primer telah
menimbulkan dampak serius bagi masyarakat
sekitar, yang mengindikasikan perlunya
keseimbangan antara ambisi pembangunan dan
perlindungan lingkungan.

Sumber: Our World in Data, Diolah oleh Penulis
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Perkembangan Isu Lingkungan Global dan Domestik

Pembangunan dan Eksploitasi

Global

1945-1970

Nasional

(1945-1970)

>

Kemunculan Kesadaran Lingkungan
(1971-1997)

’ 1972

Stockholm Conference
Konferensi PBB pertama
soal lingkungan

1987

Brundtland Report
Memperkenalkan konsep
pembangunan
berkelanjutan

1987

Rainforest Alliance
Sertifikasi untuk produk
agrikultur ramah
lingkungan dan sosial

1988

Fairtrade Alliance
Sertifikasi keadilan
perdagangan, terutama
untuk petani kecil

1971-1997

1982
UU No.4/1982

Undang-undang lingkungan

hidup pertama Indonesia

1994

UU No.6/1994

Ratifikasi UNFCCC —
konvensi perubahan iklim

1995
PROPER

Evaluasi tahunan KLHK untuk

menilai kinerja pengelolaan

lingkungan hidup perusahaan
sesuai Permen LHK No. 1/2021

1992

Earth Summit / UNCED
Melahirkan Agenda 21
dan mendorong arus
utama pembangunan
berkelanjutan global

1996

1SO 14001

Standar internasional
umum untuk sistem
manajemen lingkungan
di berbagai sektor

’ 1997

Kyoto Protocol
Perjanjian pertama yang
wajibkan negara maju
turunkan emisi &
kenalkan CDM

1997

UU No.23/1997

Penegasan pembangunan
berkelanjutan dalam
kebijakan nasional

UU No.32/2009
UU komprehensif pengganti UU No.23/1997
Memuat prinsip kehati-hatian,

Reformasi dengan Regulasi
Komprehensif (1998-2012)

2002

World Summit on Sustainable
Development - WSSD
Menegaskan tiga pilar
pembangunan: ekonomi,
sosial, lingkungan. Fokus pada
implementasi Agenda 21

2004

RSPO

Standar untuk produksi minyak
kelapa sawit berkelanjutan

1998-2012

2004 201

UU No.17/2004 ISPO
Ratifikasi Kyoto Protocol

Standar mutu
pengelolaan bisnis
kelapa sawit
berkelanjutan

di Indonesia

2009

tanggung jawab, keadilan lingkungan 2014
Ekolabel SNI 14024

2009 Label lingkungan

SVLK berbasis standar

Verifikasi legalitas kayu Indonesia, nasional

wajib untuk ekspor

[ ’ Momentum Lingkungan Global

Respons Indonesia

Dorongan Kegiatan Bisnis J

Deregulasi & Kontestasi Ekologis
(2013-sekarang)

’ 2015

Paris Agreement

Semua negara wajib tetapkan
target penurunan emisi (NDC),

tak hanya negara maju

2023

European Union Deforestation

Regulation - EUDR

2013-Sekarang

2016

UU No.16/2016

Ratifikasi Paris Agreement,
mewajibkan Indonesia
untuk menetapkan

dan melaporkan NDC

2016

Perpres Restorasi
Gambut & BRG

Dibentuk akibat kebakaran
hutan 2015 yang
menghebohkan dunia

2020

Perpres 44/2020
Revisi ISPO agar lebih
kredibel, inklusif, dan
sejajar dengan RSPO

2025
RUU Pengelolaan
Perubahan Iklim

Perubahan kebijakan lingkungan
hidup, energi, serta kehutanan di
Indonesia sangat dipengaruhi
oleh perkembangan global dan
tekanan pasar internasional.

Ratifikasi  berbagai  perjanjian
internasional seperti Kyoto
Protocol dan Paris Agreement,
serta regulasi perdagangan seperti
EU  Deforestation = Regulation
menjadi  “alat paksa” yang
mendorong Indonesia melakukan
penyesuaian kebijakan.

Sumber: Diolah oleh Penulis



Transformasi Regulasi: Kehutanan

Pembangunan dan Eksploitasi

(1945-1970)

Kemunculan Kesadaran Lingkungan

Reformasi dengan Regulasi

(1971-1997) Komprehensif (1998-2012)

Mei 1967 September 1999

UU No. 5 Tahun 1967 UU No. 41 Tahun 1999
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Kehutanan
Agustus 2004

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan

September 1960

UU No. 5 Tahun 1960
UU Pokok Agraria

1945-1970

Pengelolaan Lingkungan Hidup

1971-1997

Desember 1967
UU No. 11 Tahun 1967

UU No. 19 Tahun 2004

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang

Mei 1970 <

PP No. 21 Tahun 1970

Oktober 2004

PP No. 45 Tahun 2004
Perlindungan Hutan

Hasil Hutan

Maret 1982

UU No. 4 Tahun 1982 Juli 2007

UU No. 27 Tahun 2007

Ling) gt e Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

September 1997
UU No. 23 Tahun 1997

Februari 2008

PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 32008

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

1998-2012

Januari 2009
UU No. 4 Tahun 2009
Pertambangan Mineral dan Batubara

Oktober 2009
UU No. 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Februari 2010
PP No. 24 Tahun 2010
Penggunaan Kawasan Hutan

Mei 2011

Inpres No. 10 Tahun 2011

Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

September 2011
Perpres No. 61 Tahun 2011
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK

Deregulasi & Kontestasi Ekologis
(2010-sekarang)

Oktober 2016

UU No. 16 Tahun 2016
Pengesahan Paris Agreement

Juli 2017

Inpres No. 6 Tahun 2017

Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan
Lahan Gambut

Agustus 2019

Inpres No. 5 Tahun 2019

Penghentian Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut

Februari 2020

Inpres No. 3 Tahun 2020
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Juni 2020

UU No. 3 Tahun 2020
Perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

November 2020

UU No. 11 Tahun 2020
Cipta Kerja (Omnibus Law)

Februari 2021

PP No. 23 Tahun 2021

Turunan UU Cipta Kerja, Menghapus kewajiban luas
minimum untuk izin usaha kehutanan dan mempercepat
konversi lahan hutan

Februari 2021
(PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Oktober 2021

Perpres No. 98 Tahun 2021
Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi GRK

uu ’ PP ’ Perpres ’ Inpres ’ Keppres

Lainnya

Font Merah : Peraturan Kontroversial ]

<

<
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Perkembangan transformasi
regulasi lingkungan di Indonesia
menunjukkan transformasi

bertahap dari paradigma
eksploitasi menuju tata kelola
berbasis keberlanjutan.

Sejak  kemerdekaan, regulasi
lingkungan hidup mengalami
pergeseran dari kontrol
sentralistik  negara  menuju

pengakuan atas hak masyarakat
adat, prinsip kehati-hatian, dan
partisipasi publik. Akan tetapi,
transformasi ini tidak
berlangsung linear.

Sumber: Diolah oleh Penulis



Transformasi Regulasi: Energi

Pembangunan dan Eksploitasi

(1945-1970)

1945
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3)

Oktober 1960
UU No.44 Tahun 1960 Migas

Februari 1961

PP No.3 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara
“Pertambangan Minyak
Indonesia” (PERTAMINA)

Juni 1961

PP No. 198 Tahun 1961

Pendirian Perusahaan Negara
Pertambangan Minyak Nasional

Desember 1967

UU No. 1 Tahun 1967
Ketentuan Pokok-Pokok
Pertambangan

1945-1970

Kemunculan Kesadaran
Lingkungan (1971-1997)

November 2001
UU No. 22 Tahun 2001
Minyak dan Gas Bumi

Agustus 2006
Inpres No. 1 Tahun 2006
Penghematan Energi Nasional

Agustus 2007
UU No. 30 Tahun 2007
Energi

Oktober 2009

UU No. 32 Tahun 2009
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

November 2009
PP No. 70 Tahun 2009
Konservasi Energi

Agustus 2011
Inpres No. 13 Tahun 201
Penghematan Energi dan Air

1971-1997 1998-2012

Maret 1982
UU No. 4 Tahun 1982

Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup

September 1997

Reformasi dengan Regulasi
Komprehensif (1998-2012)

|

<

September 2014
UU No. 21 Tahun 2014
Panas Bumi

Oktober 2014
PP No. 79 Tahun 2014
Kebijakan Energi Nasional

Januari 2014

Perpres No.1Tahun 2014
Pedoman Penyusunan Rencana
Umum Energi Nasional

Oktober 2016
UU No. 16 Tahun 2016
Pengesahan Paris Agreement

Maret 2017
Perpres No. 22 Tahun 2017
Rencana Umum Energi Nasional

April 2018

Perpres No. 35 Tahun 2018
Pembangunan Instalasi Pengolah
Sampah menjadi Listrik

2013-Sekarang

Juni 2020

UU No. 3 Tahun 2020
Perubahan atas UU No. 4
Tahun 2009 tentang Minerba

November 2020
UU No. 11 Tahun 2020

Deregulasi & Kontestasi Ekologis

(2013-sekarang)

Februari 2021

PP No. 23 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral

September 2022

Inpres No. 7 Tahun 2022
Penggunaan Kendaraan Listrik
sebagai Kendaraan Dinas
Pemerintah

September 2022

Perpres No. 112 Tahun 2022
Percepatan Pengembangan EBT
untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Dalam Pelaksanaan 2025
Perpres No. 73 Tahun 2023
Tata Cara Penyusunan
RUEN & RUED

Januari 2023

Inpres No. 3 Tahun 2023 2025
Percepatan Transisi Energi Rancangan UU EBT
di Sektor Ketenagalistrikan

dan Transportasi

Mei 2023

PP No. 25 Tahun 2023
Perizinan Usaha Berbasis
Risiko Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral

Juni 2023
PP No. 33 Tahun 2023

LABES

Secara  keseluruhan, pola
regulatif lingkungan di
Indonesia memperlihatkan
dinamika antara Kkontrol
negara, pengaruh global,
dan partisipasi publik yang
terus bernegosiasi dalam
ruang kebijakan.

Regulasi lingkungan hidup

tidak hanya mencerminkan
arah pembangunan, tetapi juga

menjadi arena perebutan nilai
antara efisiensi ekonomi dan
keadilan ekologis.

UU No. 23 Tahun 1997 Cipta Kerja (Omnibus Law)

Pengelolaan Lingkungan Hidup Konservasi Energi

November 2020

Pasal 128A UU Cipta Kerja

Memberikan royalti 0% bagi pelaku usaha
batubara yang melakukan hilirisasi,

November 2023
Perpres No. 73 Tahun 2023
Tata Cara Penyusunan

berpotensi mendorong overproduksi RUEN & RUED
batubara & memperpanjang
usia energi kotor
[ ’ uuD uu PP Perpres ’ Inpres ’ Keppres Lainnya Font Merah : Peraturan Kontroversial ]

Sumber: Diolah oleh Penulis
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Peran Media

Orde Lama dan Awal Orde Baru Pengendalian Media oleh Negara Era Reformasi Era Digital

(1945-1970) (1971-1997) (1998-2012) (2013-Sekarang)

Selama delapan dekade

Agustus 1945 Oktober 1998
OIS LU o tober 1998 November 2016 kemerdekaan, pola umum
Kebebasan Menyampaikan UU No.19 Tahun 2016 .
April 1963 Pendapat di Muka Umum Informasi dan Transaksi Elektronik perkembangan medla
UU No. 4/PNPS Tahun 1963 Oktober 2019 . .
Pengamanan Terhadap Barang-Barang September 1999 PP No. 71 T:h:r: 2019 IHdOHESla menunjlﬂ(kan
Cetakan yang lsinya Dapat Mengganggu UU No. 36 Tahun 1999 penyelenggaraan Sistem dan
Ketertiban U elekomunikasi . : = =
steriban Umum Transaksi Elektronik ketegangan antara idealisme
September 1982 September 1999
Oktober 1963 UU No. 21 Tahun 1982 Agustus 2019 = =
UU No. 1I/PNPS Tahun 1963 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers UU No. 39 Tahun 1999 PM Kominfo Tahun 2020 demOkraSI dan realltaS
Pemberantasan Kegiatan Subversif Hak Asasi Manusia Penyelenggara Sistem
September 1997 Setember 1999 Elektronik Lingkup Privat kontrol negara serta pasar.
eptember
e S iy it
’ RUU Penyiaran
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Pers
1945-1970 1971-1997 1998-2012 2013-Sekarang D al am kO nteks l su
Juni 2000 Januari 2024 - . IR
PP No. 36 & 37 Tahun 2000 ~ UUNo.1Tahun 2024 l]ngkungan’ med]a memlhkl
Pendirian PERJAN TVRI dan RRI Informasi dan Transaksi Elektronik
: potensi besar sebagai
Desember 2002 Febr:an Z;ggl.
UU No. 32 Tahun 2002 Perpres No. 32 Tahun 4 .
Penyiaran Tanggung Jawab Perusahaan penghUbung antara llmu dan
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Proyeksi Ke Depan

Kelestarian Lingkungan Hidup

Otoritarianisme
Hijau
= EBT >50%
= Deforestasi Terkendali
= Penerapan kebijakan

lingkungan efektif
= Partisipasi publik minim

Regresi

A

Demokrasi
Lingkungan

EBT >50%

Net Zero Deforestasi
Penerapan kebijakan
lingkungan efektif
Partisipasi publik tinggi

Demokrasi
Otoritarianisme
Ekstraktif

= EBT <=50%
= Deforestasi masif

= Regulasi kontroversial
dominan
= Partisipasi publik minim

A\

Demokrasi
Eko-Paradoks

= EBT <= 50%
= Deforestasi masif

= Penerapan kebijakan
lingkungan tidak efektif
= Partisipasi publik tinggi

Krisis Lingkungan Hidup

Demokrasi
Matang

Regresi
Demokrasi

LABES

Kelestarian Lingkungan Hidup
A

2026-2030
(Skenario Ideal)

2013-2025

2026-2030
(Skenario Terburu

Demokrasi

Matang

2031-2045 1999-2012

(Skenario Terburu

1970-1998

\J
Krisis Lingkungan Hidup



LAB SR
Rekomendasi

‘ Penguatan kondisi perekonomian nasional yang berkelanjutan
Mendorong peran parisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan

Mempercepat transisi energi dari ketergantungan terhadap energi
fosil menuju energi baru dan terbarukan

Melakukan evaluasi terhadap UU Cipta Kerja serta mengkaji ulang
program hilirisasi nikel dan food estate

Integrasi isu lingkungan ke dalam seluruh proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan baik di level nasional maupun daerah

Pendidikan lingkungan perlu menjadi arus utama dalam sistem
pendidikan nasional
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